
BUPATI BATANG HARI

PEMTURAN DAEMH
KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 10 TAHUN 2OO7

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2OO7
DENGAN MHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KABUPATAN BATANG HARI

Menimbang : a. bahwa melaksanakan ketentuan pgsa.l 1g1 ayat (1) undang-undangNomor 32 Tahun 2004 tentane p;r.iintah Daerah sebagaimana tetah

iiilu,fl'?'"T"HrgT%:Uli,i*iln*i,ri:ruidf "iT+3Hr2005 Tentang Perubahan, lrnaunc-uniong Nomor 32 Tahun 2004rertang pemerintah Daerah_menla-ai unaarg-urlungl?.putu Daerahmengajukan Rancangan peraturarr Daerah, tentang' Anggaranpendapatan dan Betaija Oaeraf,--' -"
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?il*: -Rancangan. 
peraturan Daerah rentang Anggaran pendapatandatt Betanja Daerah- ( APBD ) yung Jlujrkan sebagaimana dimaksuddatam huruf a, m€r.Up*11 n*1,rirllh nun.ana Kerja pemerinrahDaerah Tahun 2007 ying ar<rin atlida-rl'an kedatam kebrJakan umumApBD se^a prioritai din ptafon-ai-ggurun yang tetah disepakatibersama antara pemerintah Ju"rur, o=ungan DpRD pada tanggat 2gButan Nopember Tahun 2006:

c. bahwa berdasarkan, pertimbangan sebagaimana dimaksud padan-uryf a da.n b, pertu menetapiir, nin.ungun peraturan Daerahtentang Anggaran Pendapatan dan.-Betaija oa"iir, ' iaoupatenBatang Hari Tahun Anggaran ZOOOI- 
'

MeflrEingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1g56 tentang pembentukan
Daerah otonom -Kabupaten - 

dJ; Lingkunlan dilh propinsisumatera Tengah ( Lbmbaran i"e;ro Repubtik Indonesra Tahun1956 Nomor 25, Tambahan remn-ii ln Negara Repubtik rndonesiaNomor 50 ) ;  
rvsq'  q 
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z. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 19g5 tentang pajak Bumi danBangunan (Lembaran 
, Negara .nuprlt ' . Indonesia Tahun 19g5Nomor 68, Tambahan t.em-baran Ne-fara Repubtik lndonesia Nomor3312 ) sebagaimanu_..u]l l diuban oeilan Undang-undang Nomor 12Tahun 1994- ( Lemaba.ran.Negara Ripubtik IndonesiaTahun 1994

f#i 
62, Tambahan LembarJn r.r"iiiu Repubik tnosneiia Nomor
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4. Undang'Uldang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan
Rgllbusi Daerah ( Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun
1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia
Nomor 3685 ) sebagaimana telah diubah -dengan'Undang.Undang
Nomor 34 Tahun 2000 ( Lembaran Negara iepruHii Indonesia
Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Neglra Refubtik Indonesia
Nomor 4048 );

undang'undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea perotehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan ( Lembaran Negara Repubtik lndonesia
Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Repubtik
lndonesia Nomor 3688 );
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5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyetenggaraan
Negara yang Bersih da' Bebas Korupsi, Kotusf dan 

-Nepolisme 
1Lembaran Negara Repubtik lndonesla Tahun 1gg9 Nbmor 75',

Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 3g51 );

6. undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tetang Keuangan Negara
( Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2003 l{om or 47,
Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 42g6 \;

7, undang undang Nomor 1 Tahun 2004 tetang perbedaharaan
Negara ( Lembaran Negara Repubtik Indoiesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor
4355 ) ;

8. undang-und_ang Nomor 10 Tahun z0o4 tetang pembentukan
Peraturan Perund_ang-Undarrgan ( Lembaran Nigara Repubtik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lenibaran i.iegara
Repubtik Indonesia Nomor 4389 );

9. undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tetang pemeriksaan
Pengetotaan dan _ Tanggung Jawab Keuangln Negara (
Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun {oaq Noriror 66;
Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 4a00 );

'10. Undang Undang l. lo:'nor zs Tahun 2004 tetang sistem
Perencanaan Pembangunan Nasiona[ ( Lembaran Negara
Repubtik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembiran
Negara Repubtik Indonesia Nomor 4 Zl );

1'1. tJndang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan
Darah ( Lembaran Negara Repubtik Inclondsia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia
Nomor 4437 ) sebagaimana tetah diubah dengan undang - undang
Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan pLraturan pemerintafi
Pengganti Undang - undang Nornor 3 Tahun 2005 Tentang
Perubahan undang-Undang Nomor 32 rahun zoo4 tuntun!
Pemerintah Daerah Menjadi undang-undang ( Lembaran Negara
Repubtik lndonesia Tahun 2005 Nomor 10g, Tambahan Lembaran
Negara Repubtik lndonesia nomor 454g );

12. undang ' undang Nomor 33 Tahun 2004 tetang perimbangan
Keuangan Antara penrerintah Fusat dan pemelintah Daeiah
( Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 443g );

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang pembinaan
dan Pengawasan atas penyetenggaraan pemdrintah Daerah
( Lembaran Negara Repubtik InJonesia Tahun 2001 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Neeara Republik Indonesia Nornor a090 i:



14- Feraturan Penrerintah Nqrror 65 Tahun 200r tentang pajak Daerah
( Lembaran Negara Repubtik Indcnesia Tahun 20-01 Nomor 41,
Tambahan Lembarang Negara Repubtik indonesia Nomor 413g );

15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Darah ( Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2001
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor
4139 ) ;

'16. Peraturan Pemeritah Nomor 24 Tal-run 2004 tentang Kedudukan
Protokoter dan.Keuangan pimpinan dan Anggota DPRD ( Lembaran
Negara Reprbti l< Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lem.baran Negara Repubtik Indonesia Nomor 4416 ) sebagaimana
tetah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor iz ranun zoos
tetang Perubahan atas peraturan pemeritah Nomor 24 Tahun 2004
Tentang Kedudukan protokoter dan Keuangan pimpinan dan
Anggota Dewan perwakitan Rakyat Daerah ( Lembaran
l{egara Repubtik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4540l;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan
Keuangan Badan Layanan umum ( Lembaran G.g-aru nepuuiiri
Indonesia Tahun 2005 Nomor 4g, Tambahan Lem-baran Negara
Repubtik Indonesia Nomor 4502 ).,

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tetang standar
Akuntansi Pemerintah ( Lembaran Negara Repubtik lndonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Leribaran i'{eguru Repubtik
Indonesia Nomor 4503 ); 

L
19. Peraturan Pemeritah Nomor 54 Tahun z0o5 tentang pinjaman

Daerah ( Lembaran Negara Repubtik Indonesia tanun zoosNomor 136,Tambahan Lembaran Negai-a nepuutrr-- 'tndonesta Nomor
4574 );

20. Peraturan Pemerintahn Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
P.erimbangan ( Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahin 2005
Nomor 137,Tambahan Lembaran Negara Repubtik lndonesia Nomor
4575 );

21. Peraturan Pemerintahn Nomcr 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Repubtik lndonesia
Tahun 2005 Nomor 138 Tambahan Lembaran l.iegara Repubtik
lndonesia Nomor aS76 );

22. Peraturan Pemerintahn Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
( Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun z00t Nomor
139,Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia f{omor 4577 );

23. Peraturan Pemerintahn Nomor 5g Tahun 2005 tentang pengetotaan
Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Repubtik lndonesii Tahun
2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia
Nomor 4578 );

24. Peraturan Pemerintahn Nomor 65 Tahun 2005 tentang pedoman
Penyusunan dan.penerapan standar petayanan Minimat i Lembaran
Negara Repubtik lndonesia Tahun 2005 Nomor 25,Tambahan
Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 45g5 );

25. Peraturan Pemerintahn Nomor g Tahun 2005 tentang petaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah ( Lempalan Negara
Repubtik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25,Tambah'an Lenrbaran

_Negara Repubtik Indonesia Nomor 4614 l;

26. Peraturan lilenteri Datam lJeaeri Norncr 1l Tahrrn ?fK)+! icnh-r



26. Peraturan Menteri Datam Neger; Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengetotaan Keuangan Daerah;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 05 Tahun 2006
tentang Pokok-pokok pengel.otaan Keuangan Daerah;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari No mor : 4 Tahun 2006
tentang Rancanga.n pembangunan Jangka panjang ( RpJp )Kabupaten Batang Hari Tahun 2OOO _ ZOZ5-. ' '

29. P.eraturan"Bupati Batang Hari Nomor : 5 Tahun 2006, tanggat 17Maret 2006 tentang R p J M.

30. P.eraturan Bupati Batang Hari Nomor : 13 Tahun 2006 tanggat 28November 2006 tentang RKpD.

Dengan persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN MKYAT DAEMH

Dan
BUPATI BATANG HARI

MEMUTUSKAN

tr€'EIAPKAN : PERATURAN DAEMH KABUPATEiI BATANG HARI TENTANG
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGAMN 2OO7

Pasal 1
AnEgaran Pendapan dan Betanja Daerah Tahun Anggaran 2007 sebagai Berikut:

'. Demdapatan Daerah Rp. 393.g69.6g4.905,00
: 5e'anja Daerah Rp. 429.?.91.406.3g2.99( - )

( Depisit ) Rp. 35.42j.721,477,99

3. oe:-:ron;ayaan Daerah:

a., Fenerimaan Rp. 51 .171.721.477,99
:. Fengeluaran Rp. 15.750.000.000.00

Pembiayaan Netto/Suptus Ro. 35.421,721.477,g9

Pasal 2
"';erdaPatan Betanja Daerah sebagaimana dimaksud clatam pasat 1 terdiri dari :

e. aendapatan Asti Daerah sejumlah Rp 20.ga4.666.26g,-
:  Dana Per imbangan sejumtah Rp 362.7g5.312.750,.
: -ain'tain Pendapatan Asti Daerah yang sah sejumtah Rp. 10.239 .705.gg7,-

f
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2- perdapatan Asti Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari

lf{rs pendapatan:

a Pajak Daerah sejumtah Rp 1.964.000.000,-

b- Retribusi Daerah sejumtah Rp 5.696.654.661,-

c ltait Pengelotaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumtah Rp .1 .150.000.000
d- Lainr'lain Pendapatan Asti Daerah yang sah sejumlah Rp 11.761 .011.607,-

$ lhna Perimbangan Sebagaitnana Dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari

teris perdapatan:

.- Oana Bagi Hast sejumtah Rp 88.804.935.000,-

b- Dana Atokasi Umum sejumtah Rp Z3T.751.000.000,-
c Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp 36.?.29.377.750,-

's l[*ir-l,ain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
err|ri jenis Pendapatan:

.L Hibah sejumtah Rp.

b- [hna Darurat sejumlah Rp. 
,.

c- Dana Bagi Hasit pajak sejumtah Rp 10.239.705.997,_
d- Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumtah Rp.

C. Mtnn Keuangan dari Provinsi atau dan Pemeritah Daerah tainnya sejumlah Rp

Pasal 3

Betanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasat 1 terdiri dari:

a- Betanja Tidak Langsung sejumtah Rp.183.495.294.998,-

b. Betanja Langsung sejumtah Rp 245.796.111.384,99

Eelanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari

jenis Eelanja :

L Betanja Pegawai sejumlah Rp 13g.535.299.998,-
b. Betanja Bunga sejumtah Rp.

Eelanja Subsidi sejumtah Rp 4.079.995.100,_
Betanja Hibah sejuml,ah Rp 2.400.000.000,-
Betanja Bantuan Sosiat sejumtah Rp 1g.4g0.000.000,_
Betaja Bagi Hasit sejumtah p.p .
Betanja Bantuan Keuangan sejumtah Rp 19.000.000.000,.
Betanja Tidak Terduga sejumtah Rp. 1.000.000.000,_
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3. Betanja. . . . . .
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3- Betanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b terdiri dari jenis

betanja :

a. Betanja Pegawai sejumlah Rp.34.963.084.900,-

b. Betanja Barang dan Jasa sejumtah Rp.82.446.392.530,-

c. Betanja Modat sejumtah Rp 128.386.633.954,-

Pasal4
I

"- pernbiayaan Daerah sebagaimana dimaksud datam pasat 1 terdiri dari:

a. Penerimaan sejumtah Rp 51 .171.721.477,99

b. Pengetuaran sejumtah Rp 15.750.000.000,-

2- Fenerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari

-enis pembaiayaan:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebetumnya (

SiLPA ) sejumtah Rp 51 .171.721.477,99

:" Pencairan dana cadangan sejumtah Rp... .

c" Hasit penjuatan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumtah Rp.........

c"  Fener imaan pinjaman daerah sejumtah Rp." . .  j ' . . . . . . . . . . .

e. Penerimaan kembati  pemberian pinjaman sejumtah R... . .

Penerimaan piutang daerah sejumtah Rp... .

3- pengetuaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari

jenis pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan sejumtah Rp 13.000.000.000,-

b. Penyertaan modal ( Investasi ) pemerintah daerah sejumtah

Rp 1.750.000.000,-

c. Pemberian pinjaman sejumtah Rp 1.000.000.000,-

Pasal 5

J'a:an tebih tanjut Anggaran Pendapatan dan Betania Daerah sebagaimana

dirmrraxrud datam pasal 1, tercantum datam tampiran yang merupakan bagian

mng tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:
* 
- Larnpiran I Ringkasan APBD;

Z- l-ampiran ll Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan

Organisasi;

3. Lampiran ll l Ringkasan APBD menurut urusan pemerintah Daerah,

Organisasi, Pendapatan, Betanja dan Pembiayaan;
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Rekapitutasi Betanja Daerah untuk keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi datam

kerangka Perrgetotaan Keuangan Negara;

&- l;ra:ran Vl Daftar Jumtah Pegawai Per Gotongan dan Per Jabatan;

-ei-:iran Vll Daftar Piutang Daerah;

h *:-:;ran Vlll Daftar Penyertaan Modal, ( lnvestasi ) Daerah;
q- l"a,r:-:;ran lX Daftar perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap

Daerah;
1ril- ;lrl ' iran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset

Lainnya;

". ;rLr-r;':an Xl Daftar Kegiatan- Kegiatan tahun Anggaran sebetumnya yang

betum disetesaikan dan d'ianggarkan kembati datam tahun

anggaran ini ;

$l@- lLamrTup{r-an Xll Daftar Dana cadangan Daerah; dan

1ll& lL"mmp;ran Xll Daftar Pinjarnan Daerah dan Obtigasi Daerah.

Pasal 6

&upaa: Batang Hari menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran
Penmapa:an dan Betanja Daerah sebagai Ladasan operasionat petaksanaan

-qP&9.
Pasal 7

ferarur-a: Daerah ini mutai bertaku pada tanggal diundangkan.
il$mr ser-:ap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

nmerar rn- cengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan Di Muara Butian
Pada Tanggat 16 Februari  2007

BUPATI BATANG HARI

dto

SYAHIRSAH, SY

Jlurummumnnr : r,lJara Bulian
fuamEga 'i =ebruari2007
Wffi-r,a S:::RAH KABUPATEN BATANG HARI

Cto

I.SALIil JUFRI
il' llFn4Jt$l DAERAI{ }GtsUPATEN BATANG HARI
ffi)R: 10 TAHUN 2007

ai dengan Aslinya
IAN HUKUM,

G HARI






